
 

 

BUPATI SAMPANG 

PROVINSI JAWA TIMUR 

PERATURAN BUPATI SAMPANG 

NOMOR  27  TAHUN 2015 

 

TENTANG 

 

PETUNJUK PELAKSANAAN EVALUASI AKUNTABILITAS KINERJA  

INSTANSI PEMERINTAH SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH 

DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN SAMPANG 

 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

 

BUPATI  SAMPANG, 

 

Menimbang : bahwa dalam rangka menilai keberhasilan capaian kinerja 

organisasi sesuai Pasal 4 Peraturan Menteri Pendayagunaan 

Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 

2012 tentang Petunjuk Pelaksanaan Evaluasi Akuntabilitas 

Kinerja Instansi Pemerintah sebagaimana telah diubah 

dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara 

dan Reformasi Birokrasi Nomor 20 Tahun 2013 tentang 

Perubahan Lampiran Peraturan Menteri Pendayagunaan 

Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 

2012 tentang Petunjuk Pelaksanaan Evaluasi Akuntabilitas 

Kinerja Instansi Pemerintah, perlu dibentuk Peraturan 

Bupati tentang Petunjuk Pelaksanaan Evaluasi Akuntabilitas 

Kinerja Instansi Pemerintah Satuan Kerja Perangkat Daerah 

di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sampang; 

 

Mengingat : 1. Undang-Undang  Nomor  12  Tahun    2011    tentang 

Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran 

Negara Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran 

Negara Nomor 5234); 
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2. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan 

Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 

tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 

2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Nomor 

5679); 

3. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang 

Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah 

(Lembaran Negara Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan 

Lembaran Negara Nomor 4614); 

4. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata 

Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana 

Pembangunan (Lembaran Negara Tahun 2006 Nomor 96, 

Tambahan Lembaran Negara Nomor 4663); 

5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang 

Tahapan Tata Cara, Penyusunan, Pengendalian dan 

Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah 

(Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 108, Tambahan 

Lembaran Negara Nomor 4689); 

6. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand 

Design Reformasi Birokrasi 2010-2025; 

7. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur 

Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2010 

tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan 

Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah; 

8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan 

Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2012 tentang 

Petunjuk Pelaksanaan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja 

Instansi Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan 

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan 

Reformasi Birokrasi Nomor 20 Tahun 2013 tentang 

Perubahan Lampiran Peraturan Menteri Pendayagunaan 

Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 

2012 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Evaluasi 

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah; 
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9. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara 

Nomor KEP/135/M.PAN/9/2004 tentang Pedoman Umum 

Evaluasi Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi 

Pemerintah; 

 

MEMUTUSKAN : 

 

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN 

EVALUASI AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI 

PEMERINTAH SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH DI 

LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN SAMPANG. 

 

Pasal  1 

 

Dengan Peraturan Bupati ini, ditetapkan Petunjuk Pelaksanaan Evaluasi 

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Satuan Kerja Perangkat 

Daerah di Lingkungan Pemerintah Daerah (SKPD) Kabupaten Sampang. 

 

Pasal  2 

 

Petunjuk Pelaksanaan AKIP SKPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 

merupakan panduan bagi evaluator yang dilakukan setiap tahun, berkaitan 

dengan : 

a. tujuan evaluasi dan penetapan ruang lingkup evaluasi; 

b. strategi evaluasi dan metodologi yang digunakan dalam evaluasi; 

c. penetapan langkah-langkah kerja yang harus ditempuh dalam proses 

evaluasi; dan 

d. penyusunan Laporan Hasil Evaluasi dan pelaporan hasil evaluasi. 

 

Pasal  3 

 

Evaluasi AKIP SKPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, dilaksanakan oleh 

Tim evaluasi yang dibentuk dengan Keputusan Bupati. 
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Pasal 4 

 

Tim Evaluasi AKIP SKPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 diketuai oleh 

Asisten Administrasi Sekretaris Daerah Kabupaten Sampang yang 

beranggotakan Satuan Kerja Perangkat Daerah terkait. 

 

Pasal  5 

 

(1)  Sistematika Petunjuk  Pelaksanaan  evaluasi  AKIP SKPD sebagaimana 

dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari : 

BAB I  PENDAHULUAN  

BAB II  PELAKSANAAN EVALUASI SECARA UMUM  

BAB III  EVALUASI AKUNTABILITAS KINERJA SKPD PEMERINTAH 

DAERAH KABUPATEN SAMPANG  

BAB IV  PELAPORAN HASIL EVALUASI  

BAB V  PENUTUP  

- LAMPIRAN-LAMPIRAN  

(2) Rincian sistematika Petunjuk  Pelaksanaan  evaluasi  AKIP SKPD 

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam  Lampiran yang 

merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.  

 

Pasal  5 

 

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 

 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan 

Daerah ini dengan penempatan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Sampang 

 

Ditetapkan di : Sampang 

pada tanggal  : 28 Mei 2015 

 

BUPATI SAMPANG, 

 

 

H. A. FANNAN HASIB 
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Diundangkan di : Sampang 

pada tanggal  : 28 Mei 2015 

 

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SAMPANG 

 

 

PUTHUT BUDI SANTOSO, SH.,MSi 
Pembina Utama Muda 

NIP. 19610114 198603 1 008 
 

BERITA DAERAH KABUPATEN SAMPANG TAHUN 2015 NOMOR  : 27 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 


